KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: /4 /KEP/HK/2016

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
PIMPINAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang :

Mengingat

1.

a.

TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa sesuai Pasal 10A dan Pasal 24A Peraturan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, selain
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan
belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
diberikan penerimaan [ain berupa  Tunjangan
Komunikasi Intensif dan kepada Pimpinan DPRD
disediakan Belanja Penunjang Operasional dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

bahwa kemampuan keuangan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 tergolong tinggi,
sehingga Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) untuk
Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja Operasional
Pimpinan DPRD perlu disesuaikan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan = sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang  Besaran Tunjangan
Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1649); L '




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2004 Nomor 327 Seri A Nomor
006) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
8 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2007 Nomor 008 Seri A Nomor 004, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
0008);

MEMUTUSKAN :

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
Anggaran 2016.

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016. [




KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016
sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan
ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekelirnan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal { Japuvarl 2016

WGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

[ FRANS LEBU M(
Tembusan :

. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

. Waldl Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara
Timur di Kupang;

. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa
Tenggara Timur di Kupang. ~~

DA WP

=)




LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :4 /KEP/HK/2016
TANGGAL: || jAvUAE| 2016

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
PIMPINAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2016

NO

URAIAN

BESARNYA UANG

Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Rp 9.000.000,-

Pimpinan dan Anggota DPRD per

orang per bulan

Belanja Penunjang Operasional (BPO)
Pimpinan DPRD per orang per bulan

a. Ketua DPRD

Rp 18.000.000,-

b. Wakil Ketua DPRD

Rp 9.600.000,-

TIMUR,

L FRANS LEBU‘IY(

[v;[ GUBERNUR NUSA TENGG.




